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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara 

teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa Berawal dari penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 

penyalahgunaan bantuan dana hibah yang diterima kamar dagang dan 

industri jawa timur (KADIN JATIM) dari pemprov jawa timur. 

Tersangka Diar kusuma putra dan tersangka Nelson sembiring  

dengan dasar surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa 

timur NO.PRINT -163/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 17 februari 2015 dan 

surat perintah penyidikan NO.PRINT -164/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 

17 februari 2015. 

2. Bahwa dalam hukum Islam tentang penerbitan surat perintah penyidik 

(SPRINDIK) dalam kasus La Nyalla Mattaliti perspektif asas 

kepastian hukum Islam. Menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan 

oleh La Nyalla Mattaliti termasuk dalam unsur jarimah ta’zir. Karena 

dengan alasan terdakwa mau mengembalikan seluruh kerugian negara 

yang bernilai Rp. 5.359.479.150. -  yang disebabkan olehnya. 
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B. Saran  

1. Perlu kesamaan pandangan dan sikap di antara aparat penegak hukum 

dalam menangani suatu kasus atau perkara, karena arogansi aparat 

penegak hukum yang satu berakibat reaksi dari aparat penegak hukum 

lainnya, sekaligus mempertontonkan kepada masyarakat bahwasannya 

di kalangan aparat penegak hukum pun terjadi perbedaan signifikan. 

2. Penegak hukum merupakan tonggak dalam sebuah Negara agar 

terjalinnya Negara yang adil, maka seharusnya penegak hukum lebih 

detail untuk mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan 

fatal sehingga manfaat, keadilan, dan kepastian hukum dapat 

terealisasikan di masyarakat secara ril. 

 
 


